
GUERNU SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN GUBEF UR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR:. "e TAHUN 2014 
" TENTANG 

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINS! 
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menirnbang : a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan pasal dan pasal 59 
ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nornor 
5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah rnaka Perlu rnenyusun 
Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud 
huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi 
Tenggara tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil 
Pajak Provinsi kepada Pernerintah Kabupaten/Kota se 
Sulawesi Tenggara. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 
Tahun 1964 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 
rnengubah Undang-undang Nornor 47 Prp. Tahun 1960 
tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara ­ 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara ( 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
2687); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nornor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas Undang - undang Nornor 32 Tahun 
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2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN 
DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINS! KEPADA PEMERINTAH 
KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGGARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang di maksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara; 

3. Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; 
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten se-Sulawesi Tenggara; 
5. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan 
dan Pajak Rokok; 

6. Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari 
penerimaan Pajak Daerah yang sebahagian diperuntukkan 
bagi Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Sulawesi 
Tenggara. 
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BAB II 

ASAS DAN KEDUDUKAN 
Pasal 2 

Pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara 
dilaksanakan dengan memperhatikan asas pemerataan dan 
aspek potensi Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah 
Sulawesi Tenggara. 

Pasal3 
Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pelaksanaan 
penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara 
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah 
Sulawesi Tenggara; 

BAB III 

BESARAN DANA BAGI HASIL 

Pasal 4 
Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi diatur sebagai berikut: 
a. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diberikan 

sebesar 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk Pemerintah 
Provinsi dan 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk Pemerintah 
Kabupaten/Kota; 

b. Bagian Kabupaten/Kota sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut : 
1) 20% (Dua Puluh Persen) untuk Kabupaten/Kota 

penghasil, dan 
2) 10 % (Sepuluh Puluh Persen) untuk Kabupaten/Kota 

bukan penghasil dibagi rata; 

Pasal 5 
a. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 

diberikan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk 
Pemerintah Provinsi dan 30 % (tiga puluh persen) untuk 
Pemerintah Kabupaten/Kota; 

b. Bagian Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut: 

1) 20 % (Dua Puluh Persen) untuk Kabupaten/Kota 
penghasil, dan 

2) 10 % (Sepuluh Puluh Persen) untuk Kabupaten/Kota 
bukan penghasil dibagi rata. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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SERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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